
 

 
 

 

WALIKOTA BENGKULU 
PROVINSI BENGKULU 

 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR    20     TAHUN 2017 

TENTANG  

STANDAR BIAYA HONORARIUM UNIT SATUAN TUGAS  

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA BENGKULU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka upaya menciptakan aparatur yang 
bebas dari praktek pungutan liar, maka telah dibentuk 

Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota 

Bengkulu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Walikota Bengkulu Nomor 232 Tahun 2016; 

  b. bahwa kepada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Kota 

Bengkulu perlu diberikan honorarium setiap bulannya 
yang besarannya diatur dalam Peraturan Walikota 

Bengkulu;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Bengkulu tentang Standar Biaya Honorarium Unit Satuan 

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bengkulu. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091); 

  2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

  4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

  5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  



  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  8.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

  9.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan 

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

  10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

  11.  Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02); 

  12.  Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 
2016 Nomor 10); 

  13.  Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota 

Bengkulu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota 
Bengkulu Tahun 2017 Nomor 01); 

  14.  Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita  Daerah  Kota Bengkulu Tahun 2015 
Nomor 20); 

  15.  Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016, 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bengkulu (Berita 
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 42); 

  16.  Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 (Berita 
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 09); 



MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG STANDAR 

BIAYA HONORARIUM UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH 

PUNGUTAN LIAR KOTA BENGKULU. 

 

  Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:  

1. Kota adalah Kota Bengkulu. 

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu. 

4. Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bengkulu 

yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli adalah unit 

Satuan yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan 

pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang 

berada di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.  

5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai 

acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat 

umum maupun bersifat khusus. 

6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota 

Bengkulu. 

 

Pasal 2 

Memberikan Honorarium kepada Unit Satuan Tugas Sapu 

Bersih Pungutan Liar Kota Bengkulu. 

 

Pasal 3 

(1) Standar Biaya Honorarium Unit Satuan Tugas Sapu Bersih 
Pungutan Liar Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud 

dalam  Pasal  2, adalah sebagai berikut : 

 

No. Uraian Satuan Standar Biaya 
(Rp) 

1. Penanggungjawab Ob 600.000,00 

2. Penasehat Ob 550.000,00 

3. Ketua Pelaksana  Ob 500.000,00 

4. Wakil Ketua Pelaksana  Ob 450.000,00 

5. Sekretaris Ob 400.000,00 

6. Ketua Pokja/Tim Ahli  Ob 350.000,00 

7. Anggota Sekretariat Ob 300.000,00 

8. Anggota Pokja Ob 250.000,00 

9. 
Anggota Tim Sekretariat 

pada Inspektorat 

Ob 
200.000,00 

 

 



(2) Pemberian Honorarium Unit Satuan Tugas Sapu Bersih 

Pungutan Liar Kota Bengkulu dimaksud pada ayat (1) 
dibayar setiap bulan selama 12 ( dua belas ) bulan. 

(3) Pembayaran Honorarium Unit Satuan Tugas Sapu Bersih 

Pungutan Liar Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Honorarium Unit 

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bengkulu 

dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 

2017. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 
 

 
   Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal  08 Mei 2017 

WALIKOTA BENGKULU 

Cap/dto 

H. HELMI HASAN 

 

Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal   08 mei 2017   

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 

Cap/dto 
 

MARJON 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 20 
 

 


